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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat kurang lebih 1300 bangunan yang menempati daerah Sempadan 

Sungai Bengawan Solo dengan jarak dari bibir sungai sampai tanggul kurang 

lebih 0-20 meter, yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Tahun 2011-3031 Kabupaten Bojonegoro, Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disini sudah 

terdapat sanksi pidana yang mengatur adanya larangan pembangunan 

bangunan di daerah yang dapat menimbulkan bahaya, maka perlu adanya 

tindakan tegas dan sosialisai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada 

di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih sangat sulit di realisasikan atau 

belum direalisasikan oleh Polisi, Satpol PP, maupun oleh Pemerintah Daerah. 

Penegakan hanya dilakukan oleh Satpol PP pada bangunan diatas tanggul saja 

dan tidak secara menyeluruh. 

3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi pidana terhadap perumahan 

dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai bengawan Solo ini masih 

sangat banyak terkendalanya mengenai tidak adanya sosialisasi dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Warga yang tinggal di 
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Sempadan Sungai Bengawan Solo, tidak adanya personil penegak hukum di 

bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak adanya koordinasi dan 

sosialisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Aparat 

Penegak Hukum, serta kesadaran masyarakat yang kurang tanggap akan 

bahaya bermukim di Sempadan Sungai Bengawan Solo. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian terbagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya atau kalangan akademisi 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penegakan sanksi pidana 

terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai 

Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. 

b. Perlu adanya penelitian detail mengenai penegakan sanksi pidana terhadap 

perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan 

Solo di Kabupaten Bojonegoro mengapa tidak ditegakkan. 

2. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi yang terkait 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan yang 

melarang adanya bangunan dan permukiman di Sempadan Sungai 

Bengawan Solo.   

b. Melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat 

penegak hukum 

c. Melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana banjir Sungai Bengawan 

Solo yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana  
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d. Membentuk personil penegak hukum di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

e. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di 

Sempdan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. 

3. Bagi Masyarakat yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo 

a. Daerah sempadan sungai atau bantaran sungai harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan 

kelestarian fungsi dari sempadan sungai dan tanggul, dan  

c. Meningkatkan rasa kesadaran terhadap ancaman bencana atau bahaya 

bermukim di sempadan sungai, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.  
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